
GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR I OO.3.s.l / r 8s TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGA}I

NOMOR IOO.3.3.1/40 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

TAHUN 2O25

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang:

SALINAN

bahwa dengan adanya pergantian susunarl keanggotaan tim
pembahas Rancangan Peraturan Gubernur, perlu merubalr
Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 40 Tahun 2025
tentang Pembentukan Tim Pembahas Rancangan Peraturan
Gubernur Papua Tengah Tahun 2025;
l'al""r'a I'raffl^a.-L.-n nar+imlranaan sah-d..;n -n. niaaLorrn

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Papua Tengah
Nomor 4O Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembahas
Rancangan Peraturan Gubernur Papua Tengah Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O0l Nomor 135, Tambahan kmbaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
beberapa kali oiubah terakhir riengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 21 T-ahun 2OO1 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O2 1 Nomor 155, Tambahar lrmbaran Negara Republik
in<ionesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 14
Nomor 244, Tambahan l,cmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan []ndans-[Jndang Nomor 6r Tahrrn 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor
6856):

3.Undang-Undang.../2

a,
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Mengingat: 1.
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Menetapkan :

KESATU :

o

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubiik In<ionesia Tahun 2O22
Nomor 4, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2O22 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Tengah fkmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 68O4);

5. Perat uran Pemerinrah iiomor i2 Tahun 2Oi9 tentzrng
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
t-)^-^^:^ ,r-L,,- o^rrr I\r^-^- ,o 'n^-L^L^- r --L^-^-
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O21 tentang
Kcwcnangan dan Kelembagaan Pclaksanaan Kcbijalan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (l,embaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2O2l Nomor 238, Tambahan l,embaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor 673O);

?. Pe:'at'-rrarr llenteri D"larn Negeri Nor:ror 77 T*vtt 2Q2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781):

8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2022
tcntang &ganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah {Berita
f)aerah Provinsi Papua Tengah ^fahl;n 2022 Nomor 2!:

9. Peraturan Cubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

10. Keputusan Gubemur Papua Tengah Nomor 40 Tahun 2025
tentang Pembentukan T.im Pembahas Rancangan Peraturan
Gubernur Papua Tengah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Merubah l-ampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor
40 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembahas
Rancangan Peraturan Gubernur Papua Tengah Tahun 2025,
dengan srrslrnan keanggotaan sehagaimana tercsntrrm dalam
t arnpiran Keputusan ini.

KEDUA: .../3



KEDUA Keputusan ini mulai berla ku oada tanssal ditetaokan.

Diletapkan di Na-bire
pada tanggal 21 Juli 2O25
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MEKI NAWIPA
uEn8arr dslll rya

HUKUM,

, sH., it.H.
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NG

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Nabire;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provi*si Papua Tengah di Nabkel
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.
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a. Pensarah

b. Penanggungjawab
c. Ketua
d. Sekretaris

e. Anggota

lJ4T 6rro
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
N()MOR l OO.3.3.1/ r ttS TAHUN 2025
TENTANC
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
PAPUA TENCAH NOMOR lOO.3.3.i/40
TAHUN 2025 PEMBENTUKAN TIM
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
OUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

l. Gubernur Papua Tengah
2. Wakil Gubemur Papua Tengah
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
Kepala Biro Hukum Setda
Kepala Bagran Perundang-Undangan
Provinsi Setda
1. Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat;
2. lhsubag Penyusunan Produk Hukum

Pengaturan Perdasi dan Perdasus
pada Biro Hukum Setda;

3. Kasubag Pen5,.usunan Produk Hukum
Penetapan pada Biro Hukum Setda;

4. Kasubag Dokumentasi Produk
Hukum dan Naskah Hukum lainnya;

5. Staf Biro Hukum Setda Provinsi
Papua Tengah;

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

MEKI NAWIPA
dengan aslinya

HUKUM,

G, SH., M.H.
200212too2


